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RINGKASAN

Negara Republik Indonesia dengan hukum yang berlaku memberikan jaminan
terhadap setiap orang untuk berhak atas kepemilikan barang baik yang objeknya
hak maupun objeknya benda, hal ini wajib di hormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.

Dalam hal terkait kepemilikan objek benda tidak bergerak, sengketa keperdataan
vang berperkara dan telah diproses melalui Badan Peradilan Umum, bisa jadi
sengketa yang sudah memperoleh putusan dan telah berkekuatan hukum tetap,
akan tetapi masih menimbulkan problem dan ketidakpastian hukum, bahkan
dapat pula merugikan pihak ketiga. Di mana pihak ketiga dalam posisi tidak
mengetahui atau tidak dilibatkan sebagai pihak dalam suatu perkara perdata yang
terdaftar hingga perkara perdata tersebut berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi,
ternyata objek sengketanya juga meliputi hak keperdataan pihak ketiga tersebut.
Sehingga muncul pertanyaan apakah suatu eksekusi riil telah ada regulasi hukum
yang jelas dan berkepastian hukum mengenai langkah hukum yang dapat diambil
oleh pihak ketiga terkait untuk dapat menangguhkan eksekusi riil tersebut dan
bagaimana eksekusi pemulihan terhadap objek perkara yang sudah dieksekusi.

Suatu putusan hakim dapat saja dianggap oleh Ketua Pengadilan Negeri bahwa
putusan tersebut memiliki daya eksekusi yang menjangkau pihak-pihak diluar
pihak yang berperkara. Hal semacam ini, tentunya sangat mencemaskan,
sekaligus merupakan krisis hukum bagi pihak ketiga terkait kepastian hukum
dalam penerapan hukum yang berkeadilan bagi pihak ketiga diluar perkara
tentang hak keperdataannya.

Dalam hukum acara perdata tersedia langkah hukum yang dapat diambil
berkaitan dengan adanya pihak ketiga dalam posisi yang tidak mengetahui atau
tidak dilibatkan sebagai pihak dalam suatu perkara perdata, yaitu berupa upaya
hukum derden verzet atau juga disebut perlawanan pihak ketiga atau juga disebut
bantahan pihak ketiga. Namun perlu dikaji lebih mendalam terkait perlawanan
pihak ketiga (derden verzet) ini, serta apakah menurut hukum perlawanan pihak
ketiga ini dapat diajukan bilamana perkara perdata yang hendak dilawan itu
putusannya ternyata telah berkekuatan hukum tetap dan/atau objek perkaranya
sudah dieksekusi diluar sepengetahuan pihak ketiga.

Bahwa dengan adanya kepentingan pihak ketiga sehubungan rencana eksekusi

riil menyangkut hak keperdataannya. Maka dalam hal ini, bagaimana pengaturan
penangguhan eksekusi dan langkah hukum apakah yang dapat diambil oleh pihak
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Ketiga ketika menghadapi tantangan terkait adanya permohonan cksekusi
schingga dapat menunda atau menangguhkan cksekusi riil tersebut, serta
bagaimana eksekusi pemulihan terhadap objek perkara yang sudah dicksekusi.
Bahwa perlunya pembahasan mengenai hal tersebut, guna menganalisis langkah
hukum konkrit, efektif dan efisien yang dapat diambil oleh pihak ketiga untuk
mempertahankan hak-haknya.

Dalam rangka penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode penulisan
hukum normatif, yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang dipakai adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach).

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu, Pertama: bahwa pengaturan
mengenai penangguhan eksekusi belum diakomodir dalam ketentuan hukum
formil atau dalam hukum acara perdata Indonesia, sehingga masih sangat terbatas
dan sementara penangguhan eksekusi tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan
Negeri. Kedua: langkah hukum bagi pihak ketiga untuk mengajukan
permohonan eksekusi terhadap objek perkara yang sudah dieksekusi, dapat
dilakukan yaitu dengan mengajukan gugatan terlebih dahulu di Pengadilan
Negeri yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili, gugatan ini
diajukan terhadap pihak yang memenangkan perkara dan/atau memohonkan
eksekusi atas objek hak keperdataannya pihak ketiga tersebut. Sehingga apabila
perkara tersebut berkekuatan hukum tetap dan amarnya memenangkan pihak
ketiga dimaksud, maka selanjutnya pihak ketiga dalam hal ini dapat mengajukan
permohonan eksekusi pemulihan di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu,
apabila tergugat tidak mau memenuhi isi putusan secara sukarela.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Langkah Hukum; Upaya Hukum; Penangguhan Eksekusi; Derden
Ierzet; Perlawanan Pihak Ketiga.

Suatu putusan hakim dapat saja dianggap oleh Ketua Pengadilan Negeri bahwa
putusan tersebut memiliki daya eksekusi yang menjangkau pihak-pihak diluar pihak
vang berperkara. Hal semacam ini, tentunya sangat mencemaskan, sekaligus
merupakan krisis hukum bagi pihak ketiga terkait kepastian hukum dalam
penerapan hukum yang berkeadilan bagi pihak ketiga diluar perkara tentang hak
keperdataannya. Maka dalam hal ini, langkah hukum apakah yang dapat diambil
oleh pihak ketiga ketika menghadapi tantangan terkait adanya permohonan
eksekusi sehingga dapat menunda atau menangguhkan eksekusi riil tersebut dan
bagaimana pengaturannya dalam hukum acara perdata Indonesia, serta bagaimana
pihak ketiga agar dapat mengajukan permohonan eksekusi pemulihan terhadap
objek perkara yang sudah dieksekusi. Bahwa perlunya pembahasan mengenai hal
tersebut, guna menganalisis langkah hukum konkrit, efektif dan efisien yang dapat
diambil oleh pihak ketiga untuk mempertahankan hak-haknya. Dalam hukum acara
perdata tersedia langkah hukum yang dapat diambil berkaitan dengan adanya pihak
ketiga dalam posisi yang tidak mengetahui atau tidak dilibatkan sebagai pihak
dalam suatu perkara perdata, yaitu berupa upaya hukum derden verzet atau juga
disebut perlawanan pihak ketiga atau juga disebut bantahan pihak ketiga. Namun
perlu dikaji lebih mendalam terkait perlawanan pihak ketiga (derden verzer) ini,
apakah menurut hukum perlawanan pihak ketiga ini dapat diajukan bilamana
perkara perdata yang hendak dilawan itu putusannya ternyata telah berkekuatan
hukum tetap dan/atau objek perkaranya sudah dicksekusi.
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ABSTRACT

Keywords: Legal Steps; Legal effort; Suspension of Execution; Derden Verzet;
Third Party Resistance.

A judge's decision may be considered by the Head of the District Court that the
decision has executable power that reaches parties outside the litigants. This kind
of thing, of course, is very worrying, as well as a legal crisis for third parties related
10 legal certainty in the application of fair law for third parties outside of cases
regarding their civil rights. So in this case, what legal steps can be taken by a third
party when facing challenges related to a request for execution so that it can
postpone or postpone the real execution and how is this regulated in Indonesian
civil procedural law, and how can a third party submit a request for execution of
recovery of the object things that have been executed. Whereas it is necessary to
discuss this matter, in order to analyze concrete, effective and efficient legal steps
that can be taken by third parties to defend their rights. In civil procedural law,
there are legal steps that can be taken in relation to the existence of a third party
in a position that does not know or is not involved as a party in a civil case, namely
in the form of legal remedies derden verzet or also called third party resistance or
also called third party rebuttal. However, it is necessary to examine more deeply
regarding the third party's resistance (derden verzet), whether according to the law
this third party's resistance can be filed if the civil case to be contested has a
decision that has permanent legal force and/or the object of the case has been

executed.
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